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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisisinterpretas hukum terhadap imbalan dalam bentuk kenikmatan
yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpgakan dalam klaster pajak
penghasilan, dengan penekanan pada aspek kepastian hukum. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah
paradigma post-positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi pustaka dan wawancara
mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan kesimpulan berdasarkan 6 (enam) dimensi kepastian
hukum, yaitu (1) dimensi materi/objek hukum belum mampu memberikan kepastian hukum yang memadai;
(2) dimens subjek hukum memberikan kepastian hukum yang memadai, (3) dimensi pendefinisian belum
memberikan kepastian hukum, (4) dimensi perluasan/penyempitan juga belum memberikan kepastian
hukum, (5) dimensi ruang lingkup belum memberikan kepastian hukum, dan (6) dimensi penggunaan bahasa
hukum masih belum mampu memberikan kepastian hukum. Berdasarkan temuan penelitian ini, terlihat
bahwa kebijakan pajak penghasilan terbaru terkait imbalan kenikmatan belum mampu memberikan
kepastian hukum, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa pajak dalam implementasinya. Oleh karena
itu, disarankan agar muatan undang-undang lebih diperjelas dan disempurnakan melalui regulasi perpgjakan
yang berkaitan dengan imbalan kenikmatan, guna memberikan kepastian hukum yang lebih baik. Dengan
meningkatkan kejelasan hukum, para pengambil kebijakan dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang
stabil dan dapat diprediksi, yang menguntungkan baik bagi parawajib pajak maupun administrasi

perpg akan. Memperkuat kerangka hukum akan mengurangi potensi sengketa yang berlarut-larut dan
berkontribusi pada pembangunan sistem perpg akan yang adil dan efektif.

...... The objective of thisresearch isto comprehensively analyze the legal interpretation of benefitsin the
form of perks, which have undergone modifications as aresult of the enactment of the Harmonization of
Tax Regulation Act in the income tax cluster, with a specific focus on establishing the extent of legal
certainty. Employing a post-positivist paradigm, the study employs a combination of literature review and
in-depth interviews as data collection techniques. The research findings shed light on the six dimensions of
legal certainty. Firstly, the material/legal object dimension fails to provide the required level of lega
certainty. Secondly, while the legal subject dimension achieves a satisfactory level of legal certainty,
shortcomings are observed in other dimensions. Thirdly, the definition dimension lacks the necessary legal
certainty. Fourthly, both the expansion/narrowing dimension and the scope dimension exhibit inadequacies
in ensuring legal certainty. Lastly, the utilization of legal language dimension falls short in establishing legal
certainty. Based on these research outcomes, it becomes apparent that the latest income tax policy
concerning perks fails to guarantee legal certainty, which in turn may lead to tax disputes during
implementation. Consequently, it is strongly recommended to clarify and enhance tax regulations pertaining
to perksto ensure a higher level of legal certainty. By fostering improved legal clarity, policymakers can
cultivate a stable and predictable tax environment that benefits both taxpayers and tax authorities.
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Strengthening the legal framework will reduce the likelihood of protracted disputes and contribute to the
development of an equitable and effective tax system.



